
Menimbang 

BUPATI BARITO UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR 25 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO IITARA 

NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

a. 

h 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

bcianya bacran ilanun Anggaran 24Ui1$ rciah ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tahun 

JNJA tentang Peniaharan Pertihahan A ngoaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019: 

bahwa dengan herlakimya Peratiran Menteri Pendidikan aa 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah 
Un tetaary 

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/128/2019 

Tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten 

Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten 

Kapuas, Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan 

kadbupaten Barito dejatan Dalam Rangka Pelaksanaan icntara 

Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2019 

dan Surat Menteri Dalam Negeri Namor 90011445 AJ rentang 

Penyelesaian Permasalahan Keterlambatan Klaim BPJS Pada 
Rumah Sakit Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana 

dimaksud paaa hurui a perlu dilakukan penyesuaian: 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

nurul a aan hurul D pcriu menciapkan Pcraturan Bupau 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 
24 Tahun JNTA tentang Peniaharan Pemihahan Agan 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahuri Anggaran 2019: 

Mengingat ...



Mengingat 

UI
 

-
 

. 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lemharan 

Negata Repubiik ludouesia Tahun ISSS Nomor S5) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1S Nnmor 79  Tamhahan Lembaran Negara Repuhlik 

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daeran Tingkat Ii Tanan Laut, Daerah Tingkat ui 

Tapin dan Daerah Tingkat 1! Tabalung dengan mengubah 

Undang-Undang Noamar 27 Tahun 1TASO tentang Penetanan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara RepuoDik indonesia lanun 1505 Nomor Sl, lambanan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756j, 

Undang-undang Nomor 20 lanun 1933 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851): 

Undang Lnuang Nomor 4g Tanua sus Lentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 

Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 1! Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Leinbaran Negara Republik 

inaonesia Nomor 43D9), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan aan janggung Jawab Keuangan Negara (Lemoaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Renuhlik Indonesis Nomor 44N10): 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan  Pembhanainan  Nasinsgl (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

Undang Undang Nomor 55 Tahun &UUV4 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Namar 19K 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

Undang-Undang Nnmar 28 Tahtm AOA tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Namoar 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

indonesia Nomor Dudu): 

4. Unaang-ungang ...



9. 

11. 

12: 

13. 

14. 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

NOI0Tr DOST7) Ssebagaunana telah beberapa kal urubun, teraktuk 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perihahan Kedua Atas Undang-indana Nomor 23 Tahun IN14 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Repubiik indonesia Nomnor 507Jj, 

“Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggotu 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lermbaran Negara Republik 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

jahnhun 2UUr tentang berubahan heuga Alas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinar dan Anggara Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Rcpubtiik indoncsia Nomor 41 14j, 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Ncgara Republik inaoncsia Tahun UUS 

Norror 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nano 4575): 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Kenangan Daerah (lembaran Negara Reni:hlik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2U1U tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pernmermiah Nomer 56 Tahun 2005 

iciilaig Sisiem Infurinasi Kcuanyan IJacrah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

lembaran Negara Renublik Indonesia Nomar 5153): 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kerangan Daerah (Lembaran Negara Renublik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578): 

Peraturan Pemerintah Nomor 0D lanun 2UUb tentang Pcaoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lemharan Negara Republik Indonesi: Tahun 2003 Namor 130 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585): 

. Peraturan Pemerintah Namor 8 Tahrin 200 tentang Pelannsn 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lesoburan Negara Republik Indonesia Nomur dold), 

18, Peraturan
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor Sio0y, 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daciun (Leiuuran Negara Repuvis Iugoncsia Tanu £U4a 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Namar 5210: 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah Lembaran Negara Renublik Indnnesia Tahun INI, 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272), 

iS.reraturan remerintan Nomor 1S janun Z4Ulr tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (lemharan Negara Renuhlik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057): 

&4. Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomur 15 lanun ZUVO tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

heherana kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Peaoman Pengelolaan keuangan Daeran (berita Negara Republik 

Imdonesia Tahun 2011 Nomor 310), 

41. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 58 lanun 4UIS tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran JINTA (Rerita Negara Reruihlik 2. Clan 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 701), 

2D, Peraturan Daerah Kahunaten Barita tara Namar 1 Tahtin ININ 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Utara Tiihun 2010 Nomor 3 

lambanan Lembaran Dacran kabupateri barito Utara Nomor ij, 

MEMUTUSKAN : 

Menetankan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATIIRAN 

BUPATI BARITO UTARA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGUAKRAN yi. 

Pasal ! 

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Penaapalan DVan belanja DVacran 

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 

251, dirhah sehaani herilait: 

l. Penjabaran ...
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Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara 

semula berjumlah Rp 1.317.536.576.702,00 bertambah sejumlah 

Rp 122.760.366.280.73 sehingga menjadi Rp 1. 440.296.942.982,73. 

ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berilkut 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas 

|. Pendapatan : 

  

  

  

  

  

a. Pendapatan Asli Daerah Kp. $5.6:32.169.048,UU 

b. Dana Perimbangan Rp. 983.597.732.000.90 

c. Lain-lain pendapatan 1ang sah Rp. 196 1 16.389.000.00 

Jumlah Pendapatan... Rp. 1.2683.396.290.6428.00 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak langsung : 

1) Belanja pegawai Rp. 528 842.290 443UU 

2| Belanja bunga Rp. DN A0 

3! Belanja subsidi Rp. A0 

4) Belanja hibah Rp. 31 8 78.413.000,00 

5) Belanja bantuan sosial Rp. 6 018 000.000.000 

6| Belanja bagi hasil Rp. 2, 200.000 000,00 

7) Belanja bantuan keuangan Rp. 168.0 998, TNI AYI 

8) Belanja tidak terduga Rp. 1.0 00.000.000.00 

Rp. 738.0 28.702.143,00 

bh. Belanja Langsung : 

ll Belanja Pegawai Rp. 93.630.314.097.00 

2) Belanja Barang dan .Jlasa Rp. 258.243.577 83042 

3) Belanja Modal Rp. 349.646.789.990, 173 

Rp. 701.520.686.927.16 

Jurnlah Belanja... Rp. 1.439.399.389.070.1# 

Surilus/DEtiSith ion irawan 2 (Rp. 171.003.098.422.16) 

3. Pembiaraan : 

a. Penerimaan Rp. 291.342.879. 902254 

b. Pengeluaran Rp. 0.00 

Jumlah Pembiaraan Netto......... Rp. 201.342.879.922.54 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

Rp. 30.339.781.500,38 

Ketentuan pada Lampiran |, Lampiran II, Lampiran lil dan Lampiran IV diubah. 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ! Lampiran 1 

Lampiran 11 dan Lampiran IN vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini 

Pasal IL.
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Pasal II 

Peraturan Bupau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara. 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pada tanggal 26 November 2019 

BUPATI BARITO UTARA, 

  

Diundangkan di Muara Teweh 
pada tanggal 26 November 2019 

«5 SEKRETARIS DAERAH,    

  

   JAINAL ABIDIN 

DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 26 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

. 

SUG ALUYO 
NIP. 19670413 199403 1 012


